
BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

TIM AHLI BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI KARANGASEM,

a. bahwa Bupati mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

berdasarkan asas otonomi;

b. bahwa dengan adanya perubahan susunan

keainggotaaan Tim Ahli Bupati Pemerintah Kabupaten

Karangasem, sehingga tidak sesuai dengan kondisi saat

ini, perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tim Ahli

Bupati Pemerintah Kabupaten Karangasem;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Mengingat



Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9

TAHUN 2016 PERATURAN BUPATI TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

TIM AHLI BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN

KARANGASEM.



Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dan huruf f dihapus dan

diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan (1) ayat yakni ayat (2a) dalam

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengangkatan dan Pemberhentian Tim Ahli Bupati Pemerintah Kabupaten

Karangasem ( Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 9),

sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Pengangkatan Tim Ahli Bupati dilakukan dengan memperhatikan

kompetensi yang meliputi:

a. Pendidikan formal; dan

b. Pengalaman keija/riwayat jabatan.

(2) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Tim Ahli Bupati, yaitu :

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. tidak pemah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati

Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak

pidana;

e. dihapus

f. dihapus

g. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, dengan

melampirkan foto copy akta kelahiran;

h. pendidikan paling rendah Saijana atau setara; dan

i. sanggup bekeija penuh sebagaimana dibutuhkan oleh

Pemerintah Daerah.

(2a) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f,

dapat pula diangkat menjadi Tim Ahli Bupati dengan

pertimbangan khusus seperti; ketokohan, keahlian, pengalaman

sesuai dengan profesi yang ditekuni.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf

b, huruf c, huruf d, dan huruf g disampaikan dalam bentuk

Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura

pada tanggal 31 Januari 2017

Diundangkan di Amlapura

pada tanggal 31 Januari 2017

BUPATI KARANGASEM

I

CJfX I GUSTI AYU MAS SUMATRI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I GEDE ADNYA MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 9,


